
Menimbang

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

i a. Bahwa barang Daerah merupakan salah satu unsur penting

dan strategi dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu

dikelola secara baik dan benar,

bbahwadenganditetapkannyaPeraturanPemerintahNomor6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 81 serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor

5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah perlu

- disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan
DaerahtentangPenge|olaanBarangMi|ikDaerahProvinsi
Sulawesi Tenggara.

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2

Tahunlg64tentangPembentukanDaerahTingkatISu|awesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Tahun 19il Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Noor 2687);

Mengingat



2

4

5

6.

7.

z

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar 
-Pokot<-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1960 Nomor 104' Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 2013),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perberidaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2003 Nornor 5. Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

D""r"n' l ru.Ouian Negara Republik Indonesta f ah'un 2OO4

Nomor "t25, Tambahan Lembaran Negara Republik

inaon"tiu Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentanq Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

ReouDltk Indonesia fahun 2008 Nomor 59 Tambahan

Lembaran Negara RepubLk Indonesra Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang

eerimb-angan k uangan antara Pemerintah Pusan dan

Pemerinta-h Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4438);

Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 1971 tentang PenJualan

Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran

Nejara Repuotik indonesia Tahun 1971 Nomor 59'

Taibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2967),',

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Rumah

t{eq;ra (LemOaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

f.i"il.i o'g, Tambahan tembaran Negara RePublik Indonesia

Nomor 3573) sebagaimana yang telah diubah dengan

F"r"tt,r"n Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64'

i"io"n"n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4515);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran

Negara nipuOfik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58'

i"io"n"n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3M3):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerjntah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)

10. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintafr
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737\',

11 Keputusan Presiden republik indonesia Nomor 80 Tahun
2003
Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2003
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
Tentang perubahan ketujuh atas keputusan Presiden no 8C
Tahun 2003.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- -'piovrrust sULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG

iriiifi bei*i*f tnovtnst sULAWEST TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Iniyang drmaksud dengan

i- or.run adalah Provrnst Sulawesr Tenggara

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah - Provinsi Sulawesl

Tenggara;

3 Gubernur Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenqgara'

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
- 

;il$ ,J"irn o"*un Perwakilan Rakvat Daerah Provrnsl

Sulawesi Tenggara;

5 Barans Mirik Daerah €da:"ff 
:#'?,ifJ:3:,::":i T'fE:

dioeroleh atas beban Anggar ar I

;#il';t;;;;.is'L*"ti lingg"ra atau perolehan lainnvd

Yaitu sah;

6. Pengelola Barang Mltik Daerah yang selanjutnya^dis€but
" ;;;i;; ,J"t"n- e"1"u"r vano berwenans bertansguns

iawab atas pengelolaan oo'"ng iititt Daerah yang ada pada

'satuan Kerja Perangkat Daerah;

7. Pembantu pengelola barang milrk Daerah' :el:nJullya
disebut pembantu pengel-ola adalah pejabat---yang

i"'ii"id, jawab ...mingkoordinir ryn{"1:lsgif""
otno"t-oi""n barang milik Daerah yang ada pada Satuan

kerii Perangkat Daerah;

I Pengguna barang milik Daerah, selanjutnya disebut
pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik Daerah;

Kuasa penggunaan barang milik Daerah Kepala Satuan Kerja

alau peJabat yang drtunjuk oleh pengguna untuk

menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya,

10 Penyimpanan barang milik Daerah adalah pegawai yang

diserahi tugas untuk menerrma' menylmpan oan

mengeluarkan barang;

11 Pengurus barang mllrk Daerah adalah pegawa' yang diserahl

tugas untuk mengurus barang Daerah dalam proses

pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah atau Unit Kerja;

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara selaku pengguna barang;

'13. Unit kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

selaku Kuasa Pengguna Barang;

14. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan

rincian kebutuhan barang milik Daerah untuk

menghubungkan pengadaan barang yang lalu/posisi barang

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam

melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan

datang,

15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan

kebutuhan barang Daerah dan jasa;

16. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengariman
barang milik Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai;

17. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan

agar semua barang milik Daerah selalu dalam keadaan baak

din siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna;

'18. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian

dalam pengurusan barang milik Daerah dalam bentuk fisik,

administratif dan tindakan upaya hukum;
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19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan --olen'- 
oenddrnalt uasa pengguna dalam mengelola dan menala

;:;#;;; ;;;;;s' mrliliDaerah sesuar densan tusas pokok

dan fungsi SKPD yang bersangKutan'

20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah
' " 

"#o uJ"l' drpergunakan t"t'ii d"ng"n tugas 
,pokok- -dar

ffi&,IKPD ;;i;t b"nt'k sewa prn1am paka! kerjl s^1ma

oerianfaatan bangun guna serah dan bangun seran guna

i"noun t,Oul meng'ban status kepemilikan

21 Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah "]"1f1:l- iJt Orrrrn iangka waktu tertentu dengan menerima rmbalar'

uang tunai,

22. Piniam pakai adalah penyerahan Penggunaan b1:"S-1:1:
-- p"a"rintun Pusat dengan Pemerintah Da-erah Proun-sr

Sulawesi Tenggara oan antar Pemerintah Daerah dalarn

ianqka waktu terlentu tanpa menerima imbalan dan setelan

[;:ii; ;il i"tt"out o"i"tn't dtserahkan kembali kepada

berigetota;

23. Ketp sama pemanfaatan adalah Pendayagunaan barang

milik Daerah oleh plnaK rain dalam jangka 
-waktu 

tertentu

l"i""i1a"gL" peningkatan penerimaan D3:',"1]-?:1""

ill lp""or-p"t"ti Daerah dan sumber pembiayaan larnnya'

24 Bangunguna serah adalah pemanfaatan barang milik Daeran
- 

["tr"p" ianah oleh pihak lain dengan cara mendlrrKan

banqunan dan/atau sarana berikut fasilitasny€' kemudlan

;ilil;;;"#;jeh pihat,lain tersebut dalam Janska wakt-

i"rt"i tJ 1l"ng telah disepakati' untuk selanlutnva -1-t1f"
kembali tanah besena oangunan dan/atau sarana berikut

i;iffi.d;' ;i"Lh ueiirnirn-va jangt<a wat<tu;

25 Bangunan serah guna ,adalah 
pemanfaatan barang mlllK

-- 
O""i"n berupa tanah oleh pihak lain dengan cara menolrlKan

bangunan dan/atau sarani berikut fasiliiasnya' dan setelah

seieiai pemoangunannya diserahkan untuk di9aya-S.T:I:n

.i"n-oinlf. lain, 
-tersebut dalam langka waktu tertentu yang

disePakati;

26. Penghapusan adalah . 
tindakan menghapus ??1"-1S I:"*

Daerah dari o"tt"' o't"ng dengan menerbitk"l. -::ot
[Jplrtu"an oa'i peiabat yang 5erwenang untuk membeDaslal

il;;una dan/itdu luasa ienssuna-dan/atau p-T-q"]:'1,:"n

i"nst"rng jawab adminisrasi dan fisik atau barang yang

berada dalam Penguasaannya:
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27. Pemindah tanganan adalah pengalihan kePemllikan barang
milik Daerah tindak lanjut dari penghapusan dengan cara da

jual, di pertukarkan, di hibahkan atau disertakan sebagai

modai Pemerintah Daerah,

28. PenJualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik

Daerah kepada pihak lain dengan menerrma pengganttan

dalam bentut( uang,

29. Tukar menukar barang milik Daerah/tukar guling adalah
pengalihan kePemilikan barang milik Daerah yang dilakukan

antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dengan

menerima penggantian dalam bentuk barang sekuran9-
kurangnya dengan nilai seimbang;

30. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah

Daerah kepada Pemerintah pusat, antar Pemerintah Daerah

atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa

memperoleh Penggantian;

31. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan

kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan

kekayaan yang tidak diPisahkan menjadi kekayaan yang

dioisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham

Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum

larnnYa,

32. Penala Usahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukaan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlakui

33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataar''
pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik

Daerah:

34. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang

selektif. didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan

relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk
memperoleh nilai barang milik Oaerah;

35. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat BDP

adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh

mastng-maslng pengguna;

36. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat

DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimilil'
oleh masing-masing kuasa pengguna;
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37. Strandarisasi sarana dan Prasarana kerja Pemerintah Daerah
' 

"J"f"n 
pembukuan ruang. kantor' perlengkapan kantor'

-man Oinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang

memerlukan standarisasi'

38. Standarisasi harga adalah penetap€n be:?ran !1Pa:^aj::9"" l"tr"i l""it spLsifikasi dan kualitas dalam satu perlooe

tenentu,

Pasal 2

Penoeloaan barang milik Daerah sebagai bagian dari

;;;;;;;;" keuan-gan Daerah vang dilaksanakan secara

ierpisan oan pengelolaan barang mr|k Negara

Pasal 3

( 1 ) Barang millk Daerah mehputit ' I- e;"ng yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan

b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau

sejenis,

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan darl

Perjanjian/kontrak;

c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-

Undang atau;

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
- 

v""g rZr;h riemperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 4

(1) Pengelolaan barans.milik Daerah dilaksanakT !19::"1"n' ' ..^i fungsional' kepastian hukum' transparansl oan

["[iorx""]-l ef isiensi, akuntabil itas dan kepastian ni la'

(2) Pengelolaan barang milik Daerah meliputi :*' , F"r"n".n"an kebutuhan dan penganggaran:

b. Pengadaan;

c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
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Penggunaan;

Penata usahaan;

Pemanfaatan,

Pengamanan dan Pemeliharaan;

Penilaian,

Penghapusan;

Pemindah tanganan,

Pembinaan, pengawasan dan pengendalaan,

Pembiayaan; dan

Tuntutan gantt rugl.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

Gubernur sebagai pemegang kekuasaan barang milik Daerah
berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan
pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah.

Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Gubernur
dibantu oleh :

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;

b. Kepala Biro/Bagian perlengkapan selaku pembantu
pengelola;

c. Kepala SKPD selaku Pengguna;

d. Kepala unit pelaksana teknis Daerah (UPTD) selaku
kuasa pengguna;

e. Penyimpan barang milik Daerah;dan

f. Pengurus barang milik Daerah.

(1)

(2)
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Pasal 6

(1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang

milik Daerah berwenang l'" "ita"""t"prr" 
kebijalian pengelolaan barang milik Daerah'

b. MenetaPkan pengunaan' pemanfaatan dan pemindah

tanganan tanah dan bangunan'

c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik

Oaerah;

d. Mengaiukan usul pemrndah tanganan-barang milik
" ;;";";t;"g memeriukan persetu1uan DPRD:

e. Menyetujui usul pemindah tanganan dai p-e-T.1?!:^san
" ;";;9 mrlik Daerah sesuai batas kewenangannya;oan

f. Menyetujui untuk pemanfaatan barang milik Daerah

selain tanah/atau bangunan

(2) Sekretaris Daerah selaku pengelola' berwenang dan

bertanggung jawab :

a MenetaPkan Pejabat Yang

barang milik Daerah;
mengurus dan menyimPan

b. Meneliti dan menyetujul renaana kebutuhan Barang milik

Oaerah;

(4) Kepala SKPD selaku pengguna barang berwenang dan
bertanggung jawab .

a. Mengaiukan rencana kebutuhan barang Daerah bagi
SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalut
melalua Pengelola;

b. Mengajukan permohonan Penetapan status untuK
penguasaan penggunaan barang milik Daerah yang

diperoleh dari beban APBD dan perolehan larnnya yang

sah kepada Gubernur melalui pengelola;

c. Melakukan pencatatan dan jnventarisasi barang m'lik
Daerah yang berada dalam penguasaannya,

d. Menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang diPimPinnya

e. Mengamankan dan memelihara barang milik Daerah
yang berada dalam PenguasaannYa,

f. Mengajukan usul pemindah tanganan barang milik
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetuiuan DPRD dan barang Daerah
selain tanah dan/bangunan kepada Gubernur melalui
pengelola,

g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang lidak
dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui
pengelola:

h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik Daerah yang ada dalam
penguasaannYa; dan

i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang
Pengguna Sementara (LPBS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam
penguasaannya kePada Pengelola.

(5) Kepala unit pelaksana teknis Daerah melalui kepala
pengguna barang milik Daerah berwenang dan bertanggung

Jawao :

a. Menga.iukan rencana kebutuhan barang milik Daerah
bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPD
yang bersangkutan;

c Meneliti dan menyetujui Iencana

pemeliharaan barang milik Daeran

d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan' penghapusan. dan
- 

""tinO"n 
tanganan barang milik Daerah yang telan

disetujui oleh Gubemur;

e. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan inventarisasl

barang milik Daerah;dan

f Melakukan pengawasan dan Pengendallan atas

Pengelolaan barang milik Daerah

(3) Kepata Biro/Bagian Perlengkapan bertanggung jawab

menokoordinir p"nyet"ngg"t"in pengelolaan barang milik
'oii,ijiiv""s 

"d; 
paoa mZlins-masins sKPD'

kebutuhan



b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang mil'k

Daerah yang berada dalam penguasaannya'

c. Menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam- 
o"ndr"utuunnya untuk kepentrngan penyelenggaraan

iuoa"s ookoh ian fungsr unrt kerja yang dlpimpinnya

o. Mlngut"nL"n dan memelihara barang milik Daerah

yang berada dalam PenguasaannYa'

e. Melakukan Pengawasan dan pengendalian atas

penggunaan barang milik Daerah yang ada dalam

penguasaannya,

f. Menyusun dan menyampaikan Lampiran Barang-Kuasa

F"nigrn" Sementara (LBKPS) dan Laporan. Barang

frriJ eenggrna Tahunan (LBKPT) yang^berada dalam

p"ngu""."iiy" kepada kepala SKPD yang

bersangKutan,

g Penyrmpan barans bertugas menerrma t"lvlll-11..*l
" menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa

pengguna;dan

h Pengurus barang beriugas mengurus barans 
-T.lioaeian dalam pemakaian pada masrng-masrng

pengguna/kuasa Pengguna

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

(1) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan Unit Pengelola Barang

Milik Daerah dibantu Unit Kerja terkait menyusun

a. standar sarana prasarana kerja Pemerintah Daeran:

b. Standarisasi harga.

(2) Standar sarana dan prasarana keria Pemerintah Daerah dan

standarisasi harga seoagaimana dimaksud pada ayat (1)

;;ri; J;" huruf-b' ditetapkan dengan Peraturan Gubernur'
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Pasal 8

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah disusun dalam
rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatjkan
ketersediaan barang milik Daerah yang ada,

(2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah
disusun dalam rancangan kerja dan anggaran SKPD dengan
memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian:

(3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang mrlrk
Daerah sebagarmana drmaksud dalam ayal \1) dan ayat \2)
berpedoman kepada standarisasi sarana dan prasarana
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Gubernur dan standar satuan harga yang ditetapkan dengan
kebutuhan Gubernur.

(4) Peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dijadikan acuan dalam penyusun
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Baranq Milik Daerah
(RKBPMD):

(5) Rencana kebutuhan barang milik Daerah dan rencana
kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penyusunan rencana
kerja dan anggaran (RKA) masing-masing SKPD sebagal
bahan penyusunan rencana APBD.

Pasal 9

Pengelola bersama pengguna membahas ,arl ,"n""n"
kebutuhan barang milik Daerah dan rencana kebutuhan
pemeliharaan barang milik Daerah masing-masing SKPD
lersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna
dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Pasal '10

(1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun
Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)
sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan
barang milik Daerah;
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Q\ Dafiat Kebutuhan Mrhk Daerah (DKMD) dan 
-Daftart'' 

i"i'utun"" 
-pemehharaan 

Barang Mihk Daerah (DKPBMD)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'

Pasal 11

Kepala Biro/Bagian Perlengkapan sesuai dengan tugas dan

iurig.,nV, dudrik sebagai tim Pemerintah Daerah dalam

p"nlrrln"n renc€na anggaran pendapatan dan belanJa Daerah'

BAB IV

PENGADAAN

Pasal 12

Penaadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan

l*J,o-o*.'o "ti.iJn, 
erextit, transparan dan terbuka' bersaing

adrl/trdak drskriminatif dan akuntaDel

Pasal 13

(1) Pengadaan barang4asa Pemerintah dilaksanakan oleh

' ' p"niii, pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah'

(2) Panitia pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan

KePutusan Gubernur;

{3\ Gubernur dapat melrmPahkan kewenangan kepada SKPD
' ' 

untr.rk membentuk panitra Pengadaan barang/Jasa

Pasal 14

(1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilsaksanaKan

' ' ' t"iu"" o"ng"n retdntuan peraturan perundang-undangan'

(2) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah bersifat khusus

'-' menianut azas keanekaragaman ditetapkan oengan

KePutusan Gubernur'

Pasal 15

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa^Pemerintaht'' 
ijl"t"n-".io"saimana oimaisuo dalam Pasal 1 31 dlLa-11{:n

;#;L";;Ch fanitia pengaoaan barang/jasa Pemerintah

Daerahl

(1)
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Panitia pemeriksa barang/jasa Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur;

Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala
SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang/jasa

Pasal 16

Panitia membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa
Pemerintah Daerah kepada Gubernur melalui penglola,

Laporan hasll pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1 ), dilengkapi cjokumen pengadaan barang4asa.

BAB V

PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 17
Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang;

Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan

barang milik Daerah;

(3) Penerimaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau
tempat PenYimPanan.

Pasal 18

('l ) Hasil pengadaan barang mlhk Daerah tidak bergerak diterlma
oleh keoala SKPD kemudian melaporkan kepada Gubernur
untuk diietapkan penggunaannya;

(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang
Pemerintah Daerah dengan membuat berita acara
pemeriksaan.

Pasal 19

(1)Panitia pemeriksa barang Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2), bertugas memeriksa, menoliti dan
menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan
persyaratan yang tertera dalam surat perintah kerja
perjanjian/kontrak dan dibuatkan berita acara pemeraksaan;

(2)

(3)

(1)

(2)

(2)
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(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

'-' J,p"igr"n"r"n sebagli salah satu syarat pembayaran

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah menerrma barang dan pemenuhan

' ' x"*riiO"n pada pihak ketiga berdasarkan perianiian dan/atau

pelafisanaan suatu perjanJian tertentu'

(2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga

'. ' v"nS merupakan sumbangan' hibah' wakaf dan Penyerahan

dari masyaraKat;

(3) Penyerahan darl prhak ketrga sebagaimana dimaksud^pada
'-'avar'11\ dan avat {2) drtuarigkan d;lam Berita Acara Serah

iliitr' (BAST) dan disertai dengan doKumen

kepemilikan/penguasaan yang sah

(4) Pengelola atau pejabat yang dr tunjuk mencatat mgm?ni?u'
' 'dan"aktif meljtut<an peniginan kewajiban pihak ketiga

."b"g"i."n" dimaksud padalyat (1) dan ayat (2)'

(5) Hasll penerlmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

'"' avut (iIo,"at"t dalam d'ftar barang milik Daerah

(6) Hasil pengadaan barang vang bersumber -1it ,.lTN'"' o'in*ni"ri"iti dalam daftar Inventarisasi yang khusus

diadakan untuk itu

Pasal 21

(1) Penvaluran barang milik Daerah oleh penyimpan barangt 'iii"iiJ"^"r"" 
"ii""0""a, 

Surat Perintah Penyaluran Barang

isppa) J"ii pengguna/kuasa penguna disertai dengan berita

acara serah terima;

(2) Penguna waiib melaporkan stock atau sisa barang kepada

pengelola melalui pembantu pengelola

(3) Kuasa pengguna wajib melaporkan sisa barang kepada

pengguna.

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 22

Earang milik Daerah di tetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat d
operasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan
umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.

Pasal 23

(1) Status penggunaan barang milik Daerah di tetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

(2) Penetapan status pengguna barang milik Daerah
sebagaimana di maksud pada ayat (1) d,atur dengan tata
cara sebagai berikut :

a. Pengguna melaporkan barang milik Daerah yang di
terima kepada pengelola di sertai dengan usul
penggunaannya; dan

b. Pengelola meneliti usul penggunaan sebagaamana di
maksud pada ayal (2) hurut a untuk di tetapkan status
peng9unaannya.

Pasal 24

(1)Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan di
lakukan dengan ketentuan bahwa tanah danlatau bangunan
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna,

(2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan
tanah dan/atau bangunan termasuk barang invertaris lainnya
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelanggaraan
lugas pokok dan fungsa pengguna dan/atau kuasa pengguna
kepada gubernur melalui pengelola.

Pasal 25

(1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada
Gubernur dikenakan sanksi berupa pembekuan dana
pemeliharaen tanah dan/atau bangunan dimaksud;
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{2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak drgunakan sesual

dengan tugas pokok dan funqsi SKPD dicabut penetapan

status penggunaannya oan d;pat dialihkan kepada SKPD

larnnYa.

BAB VII

PENATA USAHAAN

Bagian Pertama

Pembukuan

Pasal 26

(1)Pengguna/kuasa Pengglna melakukan pendaftaran
' ' oen&tatan barang milik Daerah kedalam Daftar Barang

F"^*r"" toeFl baftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)

mern-Jat penggotongan dan kuallfrkasi barang:

t2I Pencatatan barang mrlik Daerah sebagajmana dimaksud
'-' o"o" avat (1) dimuat dalam kartu inventaris barang yang

[""Lr.riv" 
"i"n 

ditetapkan dengan KePUtusan Gubernur:

131 Pembantu genqelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan
'-' o"n p""o"ft"r"-n b"r-"ng milik Daerah sebagaimana d'maksud

i"Ji"v"itr I dalam Dalftar Barang Milik Daerah (DRMD)'

Pasal 27

(1)Pengguna/kuasa Pengguna menyimpan doku.men
' ' tepJriitiran barang milik Daerah selain tanah dan/ata-

bangunan;

r2) Penoelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah
'-' o"nEtu, o"ngunan milik Pemerintah Daerah

Bagian Kedua

lnventarisasi

Pasal 28

(lI Penoelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik

' ' oaeian setiap 
's (tima) Tahun s€kali untuk menyusun.DuKu

-ti"nt"tii- ol" buku induk inventaris beserta rekapitulas'

barang milik Daerah;
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(2) Pengelola bertangung jawab atas pelaksanaan sensus
barang milik Daerah,

(3) Pelaksanaan sensus barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur;

(4) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola
paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesarnya sensus,

(4) Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang
milik Daerah;

(6) BaranE milik Daerah yang berupa persediaan dan konstruksl
dalam pengerjaan, dikecualikan dari ketentuan sebagaamana
dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

PelaPoran

Pasal 29

(1) Pengguna/kuasa penqguna menyusun laPoran barang
semester dan Tahunan,

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Gubernur melalui pengelola,

(3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang MR Daerah
(LBMD)

- Pasal 30

(1) Laporan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (3) digunakan sebagai bahan menyusun
neraca Pemerintah Daerah;

(2) Laporan sebagaimana damaksud pada ayat (1)disampaikan
secara berjenjang.

Pasal 31

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporar'
barang milik Daerah secara akurat dan cepat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 29
mempergunakan aplikasi sistem informasi manaiemen barang
milik Daerah.
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BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 32

(1) Pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan,setaintanahdan/ataubangunanyang
dipe-rgunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungst

skpo, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat

persetujuan Pengelola;

(2) Pemanfaatan barang milik Daerah 
. 
berupa tanah dan/atau

bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunJang

peyelengaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanat<an

oten pengetota seGlah mendapat persetujuan Gubernur;

(3) Pemanfaatan barang milik Daerah. selain .tanah 
d-"11:y

bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunJang

penyelengaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan

oleh pengguna setJlah mendapat persetujuan pengelola;

(4) Pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan
' ' pertimbangan teknii dengan memperhatikan kepenttngan

Negara/Daerah dan kepentingan umum'

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 33

Bentuk-bentuk Pemanfaatan barang milik Daerah berupa :

a. sewa;

b. pinjam Pakai;

c. kerjasama Pemanfaatan, dan

d. bangun guna serah dan bangun serah guna'

(1)

(2)

(3)

(4)

/A\

(6)

Bagian Ketiga

Sewa

Pasal 34

Barang mrlik Daerah balk bergerak maupun tidak bergerak
yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapai
disewakan dengan pihak ketiga sepanjang menguntungkan
Daerah;

Barang milik Daerah yang disewakan tidak merubah status
kepemilikan barang Daerah;

Penyewaan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat
persetujuan Gubernur;

Penyewaan barang milik Daerah atas sebagian tanah
dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang
masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh
pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola;

Jangka waktu penyewaan barang milik Daerah paling lama 5
(lima) Tahun dan dapat diperpanlang;

Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat, perjanjian
sewa-menyewa yang sekurang-kurangnya memuat .

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka
waktu;

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Pasal 35

(1) Pemanfaatan barang milik Daerah selain disewakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dikenakan
retribusi.

(7)
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(2)
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Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milrk Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Bagian KeemPat

Pinjam Pakai

Pasal 36

Barang milik Daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan

Japatiipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaran

Pemerintahan Daerah;

Pinjam pakai barang milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan

dilaf,sanakan oleh pengelola setelah mendapat persetu1uan

Gubernur;

Barang milik Daerah yang dipinjam pakaikan tidak merubah

status kePemilikan barang Daerah;

Jangka waktu pinjam pakai barang milik Daerah barang

paling lama 2 (dua)Tahun dan dapat diperpanlang;

Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan Surat

perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

a. 
'pihak-pihak 

yang terikat dalam Perjanjian;

b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;

c. jangka waktu Peminjaman;

tanggung jawab peminjam atas biaya.operasional dan

p"riJrinJrj"n selama jangka waktu peminjaman; dan

persyaratan lain yang dianggap perlu

Bagian Kelima

Kerja sama pemanfaatan

Pasal 37

Kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah dengan pihak lain
dilaksanakan dalam rangka;
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik

Daerah,

b. meningkatkan penerimaan Daerah.

Pasal 38

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan
sebagai berikut :

a. kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah atas tanah
danlatau bangunan yang sudah diserahkan oleh
pengguna kepada pengelola;

b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan

c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah selain
tanah dan/atau bangunan.

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c
dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan
persetujuan pengelola.

Pasal 39

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk memenuhi barang operasional I
pemeliharaan / perbaikan yang dipedukan terhadap
barang milik Daerah dimaksud;

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

d.

(2)

(3)

e.

(1)
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b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui

tender/lelang dengan mengtkut sertakan sekurang-

kurangnya 5 (fima) peserta/peminat kecualr unluK

X"gi"t"un yang bersifat khusus dapat dilakukan

penunjukan langsung,

c. setoTan pembayaran kontribusi tetap dan pemDa9lan

keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dan

n".ir p"ii-'itrngun tim yang ditetapkan oleh Gubernur' dan

d. pembayaran konstribusi tetap dan pembagian hasil

i<erntungan hasrl kerjasama pemanfaatan disetor ke Kas

Daerah setiap Tahun selama Jangka waKlu

pengoPerasian.

(2) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan Pengumuman' ' 
tender/lelang di bebankan pada APBD,

{3) Biava vanq berkenan dengan persiapan dan pelaksanaan
'-' o"*rtln"-n surat perjanjian konsullan pelaksana/pengawas

dibebankan kePada Pihak ketiga,

(4) Selama jangka waktu pengoperasian'. rn'9--l:t]i:?i:' 
oemanfaatan dilarang mengagunkan atau menggadalKan

barano milik Daerah yang menjadi obyek kerlasama

pemantaatan;

(5) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling l"t?--3-9'-' (iLa"pufun) Tahun selak perjanjian ditanda tangani dan dapaf

diperpanJang.

Pasal 40

Setelah berakhir Jangka waktu kerja sama rym,anfa?l?l
GrO"rnu|- menetapkan status penggunaan/pemanfaatan-atas

tanah/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perunoang-

undangan.
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Bagian keenam

Bangun guna serah

Pasal 41

(1) Bangun guna serah barang milik Daerah dapat drlaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan
fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka
oenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi,

b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan
oleh pengguna kepada Gubernur; dan

c. tidak tersedia dana anggaran pendapatan dan belanja
Daerah untuk penyediaan barang dan fasilitas dirnaksud

(2) Bangun guna serah barang milik Daei'ah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah
mendapat persetuiuan Gubernur.

Pasal 42

(1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan
melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-
kurangnya 5 (lima) peserta/pemanat;

(2) Mika bangun guna serah yang telah ditetapkan selama
jangka waktu pengoperasian harus memenuhi. kewajiban
sebagai berikut :

a. membayar konstribusi ke Kas Daerah s-etiap Tahun
yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil
perhitungan tim yang di bentuk oleh Gubernur;

b. tidak mengagunkan/menggadaikan atau memindah
tangankan obyek bangun guna serah; dan

c. memelihara objek bangun guna serah.

(3) Objek bangun guna serah sebagaamana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik
Pemerintah Daerah;
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(4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan

tid;k boleh dijadikan iaminan dan/atau diagunkan

(5) Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik

Pemerintah Daerah, dapat dijadikan iaminan dan/atau

diagunkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

(6) Jangka waktu bangunan, guna serah paling lama 30 (tiga

puluh; Tanun seiak perjanJian ditanda tangani

(7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan Surat

Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perianjian;

b. objek bangun guna serah;

c. langka waktu bangun guna serah,

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam

Perjanjian; dan

e. Persyaratan lain yang dianggap perlu'

(8) lzin mendirikan bangunan bangun guna seran atas nama

Pemerintah Daerah,

(9) Biaya pengkalian, penelitian dan pengumuman lelang
' ' dib;ba;kan Pada Anggaran PendaPatan dan Belanja

Daerah;

(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan .9"n
pel;ksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan,

pelaksana/pengawas dibebankan kepada pihak pemenang;

(11) Setelah jangka waklu pendayagunaan berakhi.r, objek

bangun guna serah terlebih dahulu di audit oleh aparat

pen!a*alan fungsional Pemerintah Daerah sebelum

penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur'

(1)
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Bagian Ketujuh

Bangun serah guna

Pasal 43

Bangun serah guna barang milik Daerah dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas

bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk
kepentingan pelayanan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas Pokok dan fungsi,

b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan
oleh pengguna kepada Gubernur;

c. tidak tersedia dana anggaran pendapatan dan belanja
Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas
dimaksud.

Eangun serah guna barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola
setelah mendapat persetujuan Gubernur. )

Pasal 44

Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui
tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-
kurangnya 5 (lima) peserta/pemanat,

Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama
jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewaiiban
sebagai berikut :

a. membayar kontribusi ke Kas Daerah setiap Tahun yang
bersarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan
tim yang dibentuk oleh Gubernur;

b. tidak menjaminkan, menggadaikan dan memindah
tangankan objek bangun serah guna; dan

c. memelihara obyek bangun serah guna.

Obyek bangun serah guna sebagaimana damaksud pada
ayat (2) huruf b berupa sertifikat hak Pngelolaan milik
Pemerintah Daerahi

(21

(1)

(2)

(3)
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(4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh

dijadikan jaminan hutang/diagunkan;

l5) Hak quna bangunan dratas hak pengelolaan miltk
'-' pemerintan Dierah daPat dlladikan jaminan

hutang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan

Peraturan Perundan9-undangan;

(6) Jangka waktu bangunan serah guna paling lama 30 (tiga
' pulunl Tahun setelah perjanjian ditanda tangani

(7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan Surat

Perjinjian yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Pihak- pihak yang terikat dalam Perjanlian;

b. objek bangun serah gunai

c. jangka waktu bangun serah guna,

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalarn

Perjanjian; dan

e. persyaratan lain yang dianggap pedu

(8) lzin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama

Pemerintah Daerah

(9) Biava pengkajian' penelitian dan pengumuman

tetangltenoe|. 
-diOebankan pada anggaran pendapatan dan

belanja Daerah.

(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan 9"n
oelaksanaan penyusunan surat perjanjian' konsultan

pelaksana/pengawas dibebankan pada pihak pemenang

Pasal 45

Bangun serah guna barang milik Daerah dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. mitra bangJn serah guna harus menyerahkan hasil.bangun
- ;;A g'rn" xepJoa Gubemur setelah selesa'nya

pembangunan;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagun€k1l^-barang

milik Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang olteEpKan

dalam Surat Perjanjian, dan
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c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun
serah guna terlebih dahulu diaudit oleh Inspektorat
Pemerintah Daerah sebelum penggunanya ditetapkan oleh
Gubernur.

Bagian KedelaPan

Penggunaan Kendaraan Oinas dan Rumah Daerah

Pasal 46

( 1 ) Set,ap kendaraan tugas Operasional Perkantoran yang
digunakan/dipakai secara tetap oleh Pelabat/Pegawai
Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah dan unsur
Pimpinan dan Anggota DPRD serta pengguna lainnya
dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah wajib memiliki Surat lzin Pomegangi Pengguna
Kendaraan Dinas {SIPKD),

(2) Surat lzjn Pengguna/Pemegang Kendaraan Dinas (SIPKD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Pasal 47

Pemegang Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 diwalibkan untuk :

a mengembalikan atau menyerahkan kembali Kendaraan Dinas
yang dipegang kepada Gubernur melalui Sekretais Daerah
apabila pemegang kendaran dinas telah dialihtugaskan
(dimutasikan) dari Unit Kerjanya semula atau dimutasikan
diluar Daerah atau pensiun dan bagi unsur Pimpinan dan
Anggota DPRD tidak lagi menjadi unsur Pimpinan dan
anggota DPRD,

b. melaoorkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
apabila kendaraan dinas dimaksud akan dipergunakan atau
dioperasikan diluar Daerah ;

c. mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat
lzin Pemegang/Pengguna Kendaraan Dinas.
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Pasal 48

Pengguna Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 dilarang :

a menyerahkan Kendaraan Dinas untuk dikemudikan atau

diopirasikan dilalan kepada seseorang yang tidak memilikr

Surat lzin Mengemudl,

b. menggunakan Kendaraan Dinas pada tempat-tempal yang

tidak semestinya atau tidak sesuai dengan peruntuKannya

sehingga dapat menimbulkan penilaian/kesan negatif dari

masyarakat;

c menyerahkan Kendaraan Drnas kepada seseorang .untuh
dikuasai atau dipegang sehingga penggunaan Kenoaraan

dinas tersebut tidak ada hubungannya dengan keperluan

d rna s.

Pasal 49

(1) izin pemegang kendaraan Kendaraan Dinas dapat dicabut

apabila sebagian atau seluruh ketentuan sebagaimana

dimaksud oilam Pasal 47 dan Pasal 48 tidak

dipatuhi/diindahkan,

(2) Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyakl 3
(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu maslng-

masing 7 (tujuh) han'

(3) Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

disertai dengan Penarikan Kendaraan Dinas darl yang

bersangkutan;

(4) Pencabutan lzin dan Penarikan Kendaraan Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh

Gubeinur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur'

Pasal 50

Permohonan untuk mendapatkan Surat lzin Pemegang

Penuniukan Perggunaan Kendaraan Dinas diajukan kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Pasal 51

(1) Pegawai Negeri Sipil dan unsur Prmpinan DPRD yang
" me'nemoati 

-Rumafr Daerah wajib memiliki Surat lzin

Penghunian (SlP);

(1)

(2)

(2)

(3)
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Surat lzin Penghunian sebagaimana dimaksud Pada ayat
(1) dakeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 52

Terhadap pihak-pihak yang telah menempati rumah Daerah
dan belum memiliki surat izin penghunian, diharuskan untuk
mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

Permohonan untuk mendapatkan surat izin penghunian
memual antara lain :

a. nama, pangkat, jabatan, dan unit kerja pemohon,

b. data dan lokasi rumah Daerah yang dimohon; dan

c. lamanya yang bersangkutan telah menempatt rumah
Daerah tei'sebut serta hal-hal lain yang dianggap perlu,

Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Biro/bagian
perlengkapan, melakukan Penelitian dan evaluasi terhadap
asoek administrasi/kepemilikan serta kelayakan dan
keoatutan Demonon.

Hasil penelitian dan evaluasai sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Gubernur
untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada
pemohon untuk mendapatkan surat izin penghunian.

Penolakan surat izin penghunian diberikan secara tertulls
disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 53

Pemegang surat izin penghunian rumah Daerah diwajibkan
untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
dalam surat izin.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetaPkan
dengan Peraturan Gubernui berdasarkan Peraturan
Perundangan yang berlaku.

Pasal 54

Surai izin Rumah Daerah dapat dicabut apabila melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

(5)

(1)

(2)

(1)



(2)

(3)

(4)
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Pencabutan surat izin penghunian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulls
dengan tenggang waktu masing-masing '1 (satu) bulan;

Pencabutan surat izin penghunian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai pula dengan tindakan pengosongan
rumah Daerah,

Pencabutan surat izin penghunian dan pengosongan rumah

Daerah dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang
dan/atau Pejabat yang ditunjuk/diperintahkan Gubernur
yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 55

Pengelola. pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib

melakukan pengamanan barang milik Daerah yang berada
dalam pengatastnnya.

Pengamanan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1 ) meliPuti :

a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan,

inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen
kepemilikan;

b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya
penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan

hilangnya barang;

c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan

dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas,

selaan tanah dan bangunan dilakukan dengan cara
penyimpanan dan pemeliharaan; dan

d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan

melengkapi, bukti status kepemilikan

(1)

2)
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Pasal 56

(1) Barang milik Daerah berupa tanah harus di sertifikatkan
atas nama Pemerintah Daerah;

(2) Earang milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah,
oan

(3) Barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus
dilengkapi dengan buku kePemilikan atas nama Pemerintah
Daerah.

Pasal 57

Barang milik Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan
kemampuan Keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai
Peraturan Perundang-Udangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 58

(1) Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna
bertanggung .iawab atas pemeliharaan barang milik Daerah
yang ada dibawah Penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang
Milik Daerai (DKPBMD).

(3) Biaya pemeliharaan barang milik Daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 59

(1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat daftar
hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada
pengelola secara berkala.

(2) Pembantu pengelola meneliti laporan, sebagaimana,
dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil
pemelihar.ran barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun
anggaran.

I

I

i

I
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(3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dijadikan bahan evaluasi.

BAB X

PENILAIAN

Pasal 60

Penilaian barang milik Daerah dilakukan dalam rangka
penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan
pemindah tanganan barang milik Daerah.

Pasal 61

Penetapan nilai barang milik Daerah dalam rangka penyusunan
neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada

Standar Akutansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 62

( 1 ) 'Penilaian barang milik Daerah sebagairfiana dimaksud
dalam Pasal 60 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh
Gubernur dan dapat melibatkan penilai independen yang

bersertifikat dibidang penjlaian aset.

Penilaian barang milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar
dengan eslimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek
Patak (NJOP).

Hasil penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud
gada ayal (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

PENGHAPUSAN

Pasal 63

Penghapusan barang milik Daerah meliputi :

a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa
pengguna; oan

b. Penghapusan dari daftar barang milik Daerah.

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 64

Penghapusan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 huruf a dilakukan dalam hal barang milik
Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan
pengguna dan/atau kuasa pengguna,

Penghapusan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 63 huruf b dilakukan dalam hal barang milik Daerah
dimaksud sudah beralih kepsmilikannya, terjadi
pemusnahan atau karena sebab-sebab lain,

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama

Gubernur:

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama

Gubernur.

Pasal 65

Penghapusan barang milik Daerah dengan tindak laniut
pemusnahan dilakukan apabila barang milik Daerah
dimaksud :

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan
tidak dapat dipindah tangankan atau,

b. alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundangundangan yang berlaku.

Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada. ayat ('1)

dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari
pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan
dilaporkan kepada Gubernur.

(2)

(3)

(1)

BAB XII

PEMINDAH TANGANAN

Pasal 66

(1) Barang milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat
dipergunakan, dihapus dari daftar inventaris barang milik
Daerah.



(2)

(3)
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Penghapusan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Barang milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud
pada ayal (2) dan masih mempunyai nilai ekonomi dapat
dilakukan melalui :

a. pelelangan umum/pelelangan terbatas
penjualan langsung; dan

oan/atau

(4)

b. disumbangkan dan/atau dihibahkan kepada Pihak lain.

Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana
dimaksud gada ayat (3) huruf a disetor ke Kas Daerah,

Bagian Pertama

Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 67

Bentuk-bentuk pemindah tanganan sebagai ticlak lanjut atas
penghapusan barang milik Daerah meliputi ;

a. Penjualan,

b. Tukarmenukar/ruislag;

Hibah, dan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pemindah tanganan barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD untuk :

a. Tanah dan/atau bangunan; dan

b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari

Rp. 5.000.000.000 (lima miliyar rupiah)

Pemindah tanganan barang milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat ('1 ) huruf a,

yang iidak memerlukan persetujuan DPRD apabila :

a. sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota;

c.

d.

(1)

(2t
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b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen
penganggaran;

c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;

d. diperuntukan bagi kepentingan umum, dan

e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, yang lika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 69

Pemindah tanganan barang milik Daerall berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayal (2)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 70

Pemindah tanganan barang milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (Lima
niliyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat
persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 71

(1) Penjualan barang milik Daerah dilaksanakan dengan
perlimbangan
a. untuk optimalisasi barang milik Daerah yang berlebif

atau idle;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah
apabila dijual; dan

c. sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(2) " Penjualan barang milik Daerah dilakukan melalui lelang
kecuali dalam hal tertentu.



38

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliPuti :

a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;

b. penjualan rumah golongan lll, dan

c. barang milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut
oleh pengelola.

(4) Tata cara penjualan barang milik Daerah sebagatmana
dimaksud pada ayal (3) dilaksanakan sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf I

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 72

Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagalmana
dimaksud pada ayal (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Penjualan kendaraan perorangan dinas dipergunakan oleh
pejabat negara yang berumur 5 (Lima) Tahun lebih dapat di

JUal 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa
jabatannya berakhir.

Paragral 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

- Pasal 73

Penghapusan/perjualan kendaraan dinas operasional terdiri
dara :

a. Kendaraan dinas operasaonal; dan

b. Kendaraandinasoperasionalkhusus/lapangan

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a yang berumur 5 (lima) Tahun lebih dapat dihapus
dari daftar inventaris barang milik Daerah.

Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setelah dihapus dan daftat inventaris barang
milik Daerah.

(4)

(1)
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Penjualan kendaraan dinas operasional sebagajmana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui
pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 74

Penghapusan/penJUalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) huruf b yang telah berumur 10 (Sepuluh)
Tahun atau lebih.

Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayal (1) huruf b dilakukan melalui
pelelangan umum/atau terbatas yang ditetapkan dengan
keputusan Gubernur.

Penjualan danlatau penghapusan kendaraan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan
apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak
menggangu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 75

Gubernur menetapkan Golongan rumah dinas Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penggolongan rumah dinas Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

a. rumah dinas Daerah golongan | (rumah jabatan);

b. rumah dinas Daerah golongan ll (rumah instasi); dan

c. rumah dinas Daerah golongan lll (perumahan pegawai).

Paragraf 3

Penjualan Rumah Oinas Daerah

Pasal 75

(1) Gubernur menetapkan golongan rumah dinas Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(2)

(3)

(1)

(21

(1)

(21

(3)



(2\
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Penggolongan rumah dinas Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari :

a rumah dinas golongan l(rumah jabatan)'

b. rumah dinas golongan ll (rumah instans') dan

c rumah dinas golongan lll (rumah pegawai)

Pasal 76

Rumah Dinas Daerah golongan lyang sudah tidak sesuai

denqan fungslnya sebagai aklbat adanya peruDanan

struilur organisasi dan/atau sudah ada penggantr yang laln

oapat oir,iuan statusnya menjadi rumah dinas Daerah

golongan ll.

Rumah Dinas Daerah golongan ll daPat dirubah statusnya

m.nj"Oi trman dinas golongan lll, kecuali terletak di satu

kompleks Perkantoran

(3) Rumah Dinas Daerah golongan ll dapat dirubah statusnya

meniadi rumah dinas golongan I untuk memenunl

kebutuhan rumah jabatan

Pasal 77

Rumah dinas Daerah yang dapat dijual behkan alau dlsewa'

dengan ketentuan :

a. iut"n dinas Daerah golongan ll yang telah dirubah
- 

.i"trtny" meniadi rumah dinas Daerah golongan lll'

b. rumah dinas Daerah golongan lll yang telah berumur 10

(Sepuluh) Tahun atau lebah'

c. pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang.sudan

r"'.puny'"i masa keria 1O (Sepuluh). Tahun ?tay le?f -d-a-n
oe-rrm pernan membeii atau memperoleh rumah dengan cara

"o"orn 
O"ri Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;

d. pegawai yang dapat membell rumah Daerah adalah pegawal

p"i.t"g"ng surat izin penghunian yang dikeluarkan oleh

Gubernur;

e. rumah Daerah dimaksud tidak dalam sengketa; dan

(1)

(2)
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f. rumah dinas Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk mengesahkan
hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan
Peraturan Perundangundangan

Pasal 78

(1) Penjualan rumah dinas Daerah golongan lll beserta atau
tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh
panitia penaksir dan panitia penilai yang dibentuk dengan

keputusan Gubernur.

(2) Penjualan rumah dinas Daerah golongan lll sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

Gubernur.

(3) Hasil penjualan rumah dinas Daerah golongan ll
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas

Daerah.

Pasal 79

Peleoasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar

inventaris barang milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur setelah

harga penjuatan atas tanah dan/atau bangunan dilunasi.

Pangral 4

Pdepasan l-ld( At6 Tanah darr'ahu Bangunan dergan garfi rugi

Pasal 80

(1) Pemindah tanganan barang milik Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti

rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungKan
Daerah.

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan

sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan

memperhatikan nilai jual obyek pajak dan/atau harga umum

setempat yang, dilakukan oleh panitia penaksir yang

dibentuk dengan Keputusan Gubemur atau dapat dilakukan

oleh lembaga independen yang bersertifikat dibidang
penilaian aset.



(3)
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Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

lelang/tender.

Pasal 81

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 tidak

bedaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling

perumahan Pegawai Negeri;

(2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk Pegawai

Negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Paragraf 5

Penjuhn Barang Milik Daerah Selain Tadt darJatau Bargunn

Pasal 82

Penjualan barang milik Daerah selain tanah dan/atau

bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat

persetujuan Gubernur

Penjualan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat('l) dilaiukan dengan ketentuan sebagai berikut '

a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada

pengelola;

b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang

diajJkan oleh pengguna sesuai dengan

kewenangannYa;

c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui

atau tiOat< menyetujui usulan penjualan yang diajukan

pengguna dalam batas kewenangannya; dan

d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan

Gubernur atau DPRD, pengelola mengajukan usul

penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan

dimaksud.

Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh

pengetota uniut< penlualan s-ebagaimana dimaksud pada

ZV^i tZl huruf d dapat dilakukan setelah mendapat

persetujuan Gubernur atau DPRD.

Hasi|penjua|anbarangmi|ikDaerahdisetorkekasDaerah.

(1)

(2)

(3)

(4)
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(1)

\z)

Bagian Ketiga

Tukar menukar

Pasal 83

Tukar menukar barang milik Daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan :

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

b. untuk optimalisasi/pendayagunaan barang milik Daerah,
dan

c. tidak tersedia dana dalam APBD.

Tukar-menukar barang milik Daerah dapat dilakukan

dengan pihak :

a. Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah;

b. antar Pemerintah Daerah:

c. badan usaha milik NegaralDaerah atau Badan Hukum
Milik Pemerintah lainnYa; dan

d. swasta.

Pasal 84

Tukar-menukar barang milik Daerah dapat berupa :

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala

SKPD kepada Gubernur melalui pengelola;

b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi

iidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota,

dan

c. barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
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Pasal 85

Tukar-menukar barang mjlik Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikul
a pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah

dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai dengan

alasan/pertimbangan dan kelengkapan data,

b. tim yang dibentuk dengan keputusan GL bernur rneneliti dan

mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah

daniatau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis,

c. apabila memenuhi syarat sesuai Peraturan yang berlaku,

Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan

menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan

dipertukarkan,

d. tukar-menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan

setelah mendapat persetuiuan DPRD,

e. pengelola melaksanakan tukar-menukar selain tanah

dan/atau bangunan sesuai batas kewenangann)'a setelah

mendapat persetujuan Gubernur ; dan

f. oelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang

pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terlma

barang.

Pasal 86

Tukar-menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud-

dalam Pasal 84 ayat (t) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. pengguna mengajukan usul lukar-menukar kapada pengelola

disertii dengan alasan dan pertimbangan, kelengkapan data

dan hasil pengkaiian panitia yang ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur;

b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan
perlJnya tukar menukar tanah dan/atau bangLunan dari asPek

teknis, ekonomis. dan Yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang

berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk
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menyetujui sesuai batas kewenangannya;
d. pengguna melaksanakan tukar-menukar setelah mendapat

persetujuan Pengelola; dan

e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima Barang.

Pasal 87

(1) Tukar-menukar antara Pemerintah pusat dengan

Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah apabila
terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud
dapat dihibahkan;

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

Bagian KeemPat

Hibah

Pasal 88

(1) Hibah barang milik Daerah dapat dilakukan dengan
pertimbangan untuk kepentingan sosial' keagamaan,

kemanusiaan dan penyelenggaraan Pemerintahan;

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. bukan merupakan barang rahasia Negara/Daerah;

b. bukan merupakan oarang yang menguasai hajad hidup
orang banyak; dan

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraantugas pot(ok

dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Pasal 89

Hibah barang milik Daerah dapat berupa
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala

SKPD kepada gubernur;

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya

direncanakan untuk dihibahkan;



(2)

(3)

(1)

(1)
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selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh

Kepala SKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,

dan

selarn tanah dan/atau bangunan yang dari awal

pengadaannya direncanakan unttlk dihibahkan'

Pasal 90

Hrbah sebagaimana dimaksud pada 89 huruf a ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetuiuan

DPRD kecuali tanah dan/atau bangunan seDagalmana

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c yang

bernilai diatas Rp.5.OO0. OOO.000 (Lima miliyar rupiah)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat

persetujuan DPRD;

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d

dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetuJuan

pengelolah.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 91

Penvertaan modat Pemerintah Daerah atas barang milik

Daeiah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan

dan peningkatan kineria badan usaha milik Daerah atau

badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah;

Barang milik Daerah yang dijadikan sebagai. penyertaan

modal sebagalmana dimaksud pada ayat ('1) ditetapkan

oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;

Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang"milik

Daeiah tetap berstatus sebagai barang milik Daerah yang

dipisahkan;

(4)

(2)

(3)

(4)

(1)

{1)

(6)

(5)
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Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang malik

Daerah pada Perusahaan Daerah atau Eadan Hukurn
lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat dibalik
nama atas nama Perusahaan Daerah yang bersangkutan
dan tidak dapat diptndahtangankan tanpa persetujuan
tertulis dari Gubernur; dan

Untuk menentukan nilai penyertaan modal Pemerlntah
Daerah atas barang milik Daerah dilaksanakan Panitia
penaksir yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

Gubernur melakukan pengendalian pengelolaan barang
milik Daerah,

Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban

terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,

oenatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang
milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya,

Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan oleh pengguna;

Pengguna dan kuasa pengguna barang dapat memrnta
aparat anspektorat untuk melakukan audit tindak lanjut hasil
pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4)l

Pengguna dan kuasa pengguna barang menindak laniuti
hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 93

Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan
investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan

dan pemindah tanganan barang milik Daerah dalam rangka
penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah

tanganan barang milik Daerah sesuai ketentuan Perundang-
undangan;

(2)

(3)

(41



(2)

(3)
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Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada a.yal (.11,

pengelola dapat meminta aparat inspektorat untuk

melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik Daerah;

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayal (2)

disampaikan kepada pengelola untuk menindak lanjuti

sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 94

(1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik

Daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada

APBD;

(2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang

miiit< Daerah yang menghasilkan pendapatan dan

penerimaan Daerah diberikan intensif;

(3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam

melaksanakan tugas, diberikan tunjangan khusus yang

besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan

Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV

TUNTUTAN GANTI RUGI DAN LARANGAN PENYITAAN

Pasal 95

(1)SetiapkerugianDaerahakibatke|a|aian'penya|ahgunaan/
pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik Daerah

diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan

sankii administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 95

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

a. Barang bergerak milik Daerah, baik yang berada pada

lnstansi Pemerintah Daerah maupun pada pihak Ketiga;

b. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik

Daerah;

c. Barang milik pihak Ketiga yang dikuasai oleh Pemerintah
Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas
Pemerintahan Daerah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 97

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintahan Daerah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi Penegakan Peraturan Daerah diber
wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor B Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana' untuk
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang

tercantum dalam Peraturan Daerah ini

(2\ Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwewenang untuk:
a. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan terhadap

surat lzin Pemegang/pengguna kendaraan dinas, dan

surat izin penghunian rumah Daerah;

b. melarang dan menunda pengoperasian kendaraan
dinas sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran

atas izin pemegang/pengguna Kendaraan Dinas;

c. meminta keterangan dan barang bukti atas tindak
pidana pelanggaran atas pemegang kendaraan dinas
dan penghunian rumah Daerah tanpa izin;

d. melakukan penyitaan terhadap surat izin pemegang

kendaraan dinas dan izin penghunian rumah Daerah
yang tidak sah dan penyitaan terhadap kendaraan dinas
dan rumah Daerah sehubungan dengan pelanggaran

tindak pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah
ini;



(3)
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e. membuat dan menandatangani Berita Aca.a
Pemeriksaan: dan

f. menghentikan Penyidikan apabila tidak terdapat cukup

bukti tentang adanya tindak pidana sebagalmana

ditetaDkan dalam Peraturan Daerah ini

Pelaksanaan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

('1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang menguasai kendaraan dinas tanpa surat lzln

pemagang (endaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam
'Pasal 

46 dan menemPati rumah Daerah tanpa surat lzln

penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

dipiJana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000 000 (lima puluh

juta ruPiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIFIAN

Pasal 99

Barang milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya

oeratuian Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan

diselesaikan dokumen kepemilikan;

Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud

padA ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dan/atau

pengelola;

Daya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan

pada ayat (2) dibebankan Pada APBD;

Pemerintah Daerah menertibkan pemanfaatan penggunaan

barang milik Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 100

Pengelolaan barang milik Daerah khususnya yang terkait
pemindah tanganan dan pemanfaatan, keria sama pemanfaatan

bangun guna serah dan bangun serah guna yang sedang
berjalan danlatau sedang dalam proses sebelum ditetaPkannya
peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.

Pasal |01

Teknis pengelolaan barang milik Daerah atau hal-hal lain yang

belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan

Gubernur.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 102

Pada saat berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Barang Daerah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 103

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
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Ditetapkan di . Kendarl
Pada Tanggal I 4lMei 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Ditetapkan di : Kendart
Pada Tanggal : 4 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 201O

NOMOR : 1
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK OAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LIMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib
pengelolaan barang milik Daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi /
pemlhaman dan langkah secara integral serta sinergi dari unsur-unsur /
pejabat yang terkait dalam pengelolaan barang milik Daerah yajtu Gubernur
sebagai' pemegang kekuasaan barang milik Daerah, Sekretaris Daerah

selaku pengelola, Kepala Biro / Kepala Bagian Perlengkapan selaku

pembaniu pengelola, Kepala SKPD selaku pengguna, Kepala UPTD selaku

pembantu pengguna serta penyimpang barang dan pengurus barang

Fengelolaan barang milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah ini, pada hakekatnya merupkan pelaksanaan dan penlabaran

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara / Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tahun 2OO9 serta Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Ruang LingkuP

Ruang lingkup pengelolaan barang milik Daerah yang diatur dalam Peraturan

Daerah ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penggaran, pengadaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian' penghapusan

pembinaan serta pengawasan dan pengendalian

Pada dasarnya barang milik Daerah digunakan untuk mendukung
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta kerja perangkat Daerah

seOigaimina dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahu; 2oo4 serta Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 2008 yang

mengisyaratkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
pengguna barang SKPD yang dipimpannya.
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Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka barang Daerah berupa

tanah dan/atau untuk kepentlngan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

SKPD yang bersargkutan diserahkan pemanfaatanya kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola Selanjutnya Guberur atau

pengelola memanfaatkan tanah dan/atau bangunan tersebut untuk :

'1) digunakan oleh SKPD lain yang memerlukan tanah/bangunan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya rnelalui pengalihan

status penggunaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

2) dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, plnJam

pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna ; atau

3) dipindah tangankan dalam bentuk penjualan, tukar menukar / ruslag,

hibah, penyertaan modal Pemerintah Daerah

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasel 7
ayat (1)

yang dimaksud dengan ketersediaan barang milik Daerah adalah

baring milik Daerah yang ada dipengelola barang maupun

pengguna Darang

ayal (2')

perencanaan kebduhan dimaksud meluput' perencanaan

kebutuhan pengadaan dan p€rencanaan kebuluhan pemeliharaan

Pasal 8

Termasuk data barang pada pengguna
penggunaan barang semesteran, dan Tahunan

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 1 3

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 1 5

Cukup Jelas

Pasai 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

barang adalah laporan
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Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas
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Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jalas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

CukuP Jelas

Pasal 51

CukuP Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pas& 53

CukuP Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pesal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas



Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal74

Cukup Jelas

Pasal 75

- 
Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

ol

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal Bl

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

CukuP Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR:

60


